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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 133 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, maka perlu dilakukan penyesuian Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 133 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan «'sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat; ,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun
2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);



e

Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 Nomor 105);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2017 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 133 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 133 Tahun

2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 133) diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi,
apabila Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
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surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
pola tata kelola;

rencana strategis;

standar pelayanan minimal;

laporan keuangan pokok atau prognosis/proyeksi keuangan; dan

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah.

moopo o

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c,
merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan
strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber

daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
e, terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui

sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.

(3) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf e, terdiri dari:
a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan

b. prognosa/proyeksi neraca.

(4) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diperuntukkan bagi Unit Kerja yang baru dibentuk, dengan
berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi

profesi akuntansi Indonesia.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir
oleh auditor eksternal, sebelum Unit Kerja diusulkan untuk
menerapkan PPK-BLUD.
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(2)

Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum
tersedia, kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD UPTD
Puskesmas diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Untuk BLUD UPTD Puskesmas, surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan diketahui oleh kepala Dinas Kesehatan.

Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 35

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal
34 ayat (1) adalah Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut
Pimpinan Puskesmas, yang mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD
Puskesmas serta selaku Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat
Pengguna Barang.

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1)
adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berfungsi sebagai
Bendahara Umum selaku Penanggungjawab Keuangan BLUD UPTD
Puskesmas, yang dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh
bendahara penerimaan, bendaharan pengeluaran, pejabat pembantu

pengurus barang, pembuat dokumen dan pencatat pembukuan.

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. Penanggungjawab UKM;

b. Penanggungjawab UKP;

c. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan

d. Penanggungjawab mutu;

e. Penanggungjawab audit internal; dan

Penanggungjawab keselamatan pasien.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 37

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan
BLUD;



b. menyusun rencana strategi BLUD;
c. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis
kepada bupati sesuai ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPTD
Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundangan-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional
serta keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada bupati melalui
kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi

sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

7. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

8.

Pasal 41

(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas merupakan pejabat kuasa pengguna
anggaran/barang daerah pada Dinas Kesehatan.

(2) Dalam hal pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD UPTD
Puskesmas wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa

pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas Kesehatan.
Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 47

(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk

mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bukan merupakan anggota dewan pengawas.

(3) Dalam hal pendapatan BLUD UPTD Puskesmas, realisasi anggaran 2
(dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar
rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.
150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), maka dewan
pengawas dapat digantikan dengan Satuan Pengawas Internal (SPI)
yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

(4) Jumlah anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota SPI ditetapkan
sebagai ketua SPI.
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(5) Anggota SPI dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat organisasi
perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD UPTD
Puskesmas.

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 52

Honorarium dewan pengawas atau satuan pengawas internal ditetapkan

sebagai berikut: ‘

a. honorarium ketua dewan pengawas atau satuan pengawas internal
paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan
pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota dewan pengawas atau satuan pengawas internal
paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari jasa
pelayanan pemimpin BLUD; dan

c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15%
(lima belas persen) dari jasa pelayanan pemimpin BLUD.

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 70

(1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun Rencana Strategi BLUD.
(2) Rencana Strategi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan

proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil
dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan
pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor

internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
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(7)

(8)

Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5

(lima) tahun.

Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima)
tahun.

11. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Rencana Strategi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1), dipergunakan sebégai dasar penyusunan RBA dan

evaluasi kinerja.

12. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman

(2)

kepada Rencana Strategi BLUD.

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi
biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan
lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPTD

Puskesmas lainnya.

13. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 82

DPA-BLUD UPTD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh bupati dengan pemimpin BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
manifestasi hubungan kerja antara kepala Dinas Kesehatan dan
pemimpin BLUD UPTD Puskesmas, yang dituangkan dalam perjanjian

kinerja (contractual performance agreement).

Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
Dinas Kesehatan menugaskan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas
untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak

mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.
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14. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 109

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan
selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPTD
Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran
pada 1 (satu) periode anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi
likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului
perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (0)

mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya
pada tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

15. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 110

Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih kurang
antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD Puskesmas.

Dalam hal anggaran BLUD UPTD Puskesmas diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain
dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya dan penerimaan pinjaman.



16.

17.

18.

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 111 |

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD Puskesmas yang disebabkan
oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

penyelesaian kerugian negara/daerah.
Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 114

(1) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPTD
Puskesmas dibuat oleh kepala dinas kesehatan.

(2) Penetapan  kebijakan  penatausahaan sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 115

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.
(2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas :
laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih,;

neraca,

a

b

e

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis
usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan
akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau
keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



19. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 116

(1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh organisasi
pemerintah daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah
daerah.

(3) Laporan keuangan sebagaimania dimaksud pada ayat (2)
diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi
pemerintah daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan
ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan

dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 ilaret 201¢
i SEKDA |a 3,.‘1!? BUPATI TEMANGGUNG,
[ _ASISTEN ny /|
| i 237 \

M. AL KHADZIQ
Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 “aret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
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